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TENTANG

JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
penduduk Kabupaten Pasuruan perlu diselenggarakan
pelayanan kesehatan dalam satu sistem jaminan
kesehatan secara terpadu;

bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah
dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat adalah melalui pemenuhan Universal Health
Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat di
Kabupaten Pasuruan,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
[stimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan;



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Bupati adalah Bupati Pasuruan.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Pasuruan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum
publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN), yang dalam

pelaksanaannya di Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh BPJS
Cabang Pasuruan.

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan
kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh
rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan
sejahtera.

Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang
selanjutnya disebut JKN KIS adalah tanda kepesertaan
program JKN untuk memperoleh layanan di fasilitas
kesehatan dengan mekanisme yang ditentukan.

Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat
PBID adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
Kabupaten Pasuruan serta terdaftar dalam data Dinas
Kesehatan dan Master file BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan.

Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesialistik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis,
perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan
lainnya.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang
selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang
melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat
spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan
tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap
di ruang perawatan khusus.

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disebut UOBF Puskesmas
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK
adalah nomor identitas penduduk yang unik atau khas,
tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai
Penduduk Indonesia.



16. Universal Health Caverage yang selanjutnya disebut UHC
merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan
setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil
terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati Pasuruan ini bermaksud sebagai pedoman
pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten
Pasuruan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan
pelaksanaan Universal Health Coverage di Kabupaten
Pasuruan.

BAB 111
KEPESERTAAN
Pasal 3
Peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Pasuruan adalah :
a. Penduduk yang ber KTP Kabupaten Pasuruan; dan
b. Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK.

Pasal 4

(1) Pendataan peserta jaminan kesehatan Kabupaten Pasuruan
dilakukan melalui aplikasi.

(2) Memberikan amanat data penerima ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN/PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya Iuran Peserta PBID pada program JKN dibebankan pada
APBD dari Dana Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.



BAB V
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

Setiap peserta program JKN, mendapat pelayanan kesehatan
sesuai program JKN.

Pasal 7

Fasilitas Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan
sesuai program JKN, merupakan fasilitas kesehatan yang telah
melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilaksanakan pada:
a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan

b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI
Pasal 9

Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan
kesehatan, pelaksanaan kegiatan kepesertaan program JKN
menggunakan sistem informasi pemadanan data terpadu
kependudukan dan BPJS Kesehatan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, BPJS Kesehatan
dapat mengikutsertakan unsur Perangkat Daerah dan/atau
instansi terkait lainnya.

(2) BPJS Kesehatan beserta Perangkat Daerah terkait
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas
kesehatan sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 6
(enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan,

pada tanggal 12 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 145





